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Mengingat

BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (4) dan
Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten

Muara Enim Tahun 2022;

Tahun 1959 tentang

1. Undang-Undang Nomor 28
dan Kotapraja di

Pembentukan Daerah Tingkat II
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran WNegara

Republik Indonesia Nomor 1821);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
33 Tahun 2004 tentang

Undang-Undang  Nomor
dan

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014  tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Tahun 2014
Nomor 5587) sebagaimana telah

Republik  Indonesia
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beberapn  kali diubah, terakhir denpan  Undang-undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesin Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Nepnrn Republile Indoneain Nomaor 6577);
Nomor 40 Tahun 2006
(Lembaran  Negara

Peraturan Pemerintah tentang

Penyusunan  Rencana Pembanpunan

Tohun 2006 Nomor 97, Tamhbahan

Republik  Indonesin
Lembaran Negarn Republik Indonesin Tahun 2006 Nomor

1604);

Peraturan  Pemerintah  Nomor
Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Lembaran Negara

18 Tahun 2016 tentang

Tahun 2016 Nomor |14, Tambahan

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 18);
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar

Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pembangunan Dacrah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

sanjang  Dacrah  dan  Rencana  Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Jangka  Panjang  Daerah, Rencana

Pembangunan
Menengah Daerah,

Pembangunan  Jangka Dan Rencana
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Kerjn Pemerintnh Darcrah (Herita Negara Republile Indoneain
Tahun 2018 Nomor 1312);

Nomor 70 Tahun 2019
(Berita

11, Peraturnn Menteri Dalam Neperi

tentang Sistem Informnai Pembangunan Daerah

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Momor 11 14);
12, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
Kodefikasi, clan MNamenklatur

tentangy Klasifilnsi,
(Berita

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
Negara Republilc Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447),

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang  Pedoman Teknis Pengelolnan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
14. ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021

tentang Pedoman Penyusunan, Rencana Kerja Pemerintah

Dacrah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor );
Peraturan Dacrah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Mencengah Daerah Kabupaten Muara
Enim Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Muara Enim Tahun 2019 Nomor 7};

Peraturan Gubernur Sumatera Sclatan Nomor Tahun 2021

tentang Rencana Kerja Pembangunan Dacrah Provinsi
(Berita Dacrah Provinsi

16.

Sumatera Sclatan Tahun 2022
Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor);

MEMUTUSKAN :

ietapkan Peraturan Bupati Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2022.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

I. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.

2. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Snim.
3. Pemerintah  Kabupaten adalah Pemerintah  Kabupaten

Muara [Enim.
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Bupati ndalah Bupati Muara Enim,
Rencana Kerja Pembangunan Dacerah yang  selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanann daerah uniuk

kerja

(sntu) tahun dan merupakan  reneana

periode 1
dacraly  atau  disebut

pemerintah denpgan rencana
pembangunan tahunan dnerah,
Rencana Pembangunan Jangkah Menengah

sclanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan

Dacrah vyang

dacrah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB 11
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

RKPD digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan arah

dan kebijakan pembangunan tahunan daerah

tahun 2022.
RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sebagai

acuan dalam sctiap kegiatan pcmbangunan dan sckaligus
sebagai tolak ukur terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten.
Dokumen naskah RKPD disusun dengan sistematika sebagai

berikut:
BABI PENDAHULUAN,;

a.

b. BABII GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;

c. BABIII KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEUANGAN DAERAH;

d. BABIV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH;

e. BABV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH; dan

g. BAB VII PENUTUP.

Pasal 3

RKPD merupakan penjabaran RPIMD Kabupaten

Muara Enim Tahun 2018-2023 untuk jangka waktu 1 (satu)

tahun.
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(2) RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi
antara perencannan,  penganggaran,  pelaksanaan, ean

pengawasan,

Pasal 4

Isi dokumen serta uraian RKPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB 1l
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim

pada tanggal, 12 agustus 2021

Pj. BUPATI MUARA ENIM,
dto.

Dr.H.NASRUN UMAR S.H., M.M.

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal, 12 pruatus 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

dto.

EMRAN TABRANI

ERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAIIUN 2029 NOMOR 9.

Dipindai dengan CamScanner



